PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 231 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dianggap perlu membentuk suatu Staf Delegasi jang mewakili
Indonesia dalam perundingan-perundingan di konperensi GANEFO |
1963 jang dilangsungkan di Djakarta;

Memperha-

tikan . usul-usul dalam Rapat Staf Presiden Urusan GANEFO padatanggal 1
Nopember 1963;

Mengingat  : Surat Keputusan Presiden No. 74, 75 dan 177 tahun 1963;

MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Staf Delegasi jang mewakili Indonesia dalam perundingan

di konperensst GANEFO | 1963, jang selandjutnja disebut Delegasi
Indonesia sebagai berikut

1. Ketua : Maladi - Menteri Olahraga/K epala Staf
Presiden Urusan
GANEFO
2. Wakil Ketua : Soewito - Pembantu Menteri Luar Negeri
Kusumo Urusan Politik/Ketua Panitia |
widagdo
3. Sekretaris . Basri - Departemen Luar Negeri/Anggota

Hasnam Panitial
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Anggota-anggota :

4. Brigadir Djenderal - Sekretaris Umum Staf Presiden
D. Ashari Urusan Ganefo

5. Brigadir Djendera - Dewan Perwakilan Rakjat Gotong

A. Latif HendraningratRojong

6. Sri Pakualam - KetuaK.O.l.
7. Brigadir Djenderd - Departemen Luar Negeri
Imam Soekarto
8. Sungkono - Sekretaris Komando Gerakan
Olahraga
9. W.J. Latumeten - Departemen Olahraga
10. I. Djgjadiningrat - Departemen Luar Negeri
11. Surjono Sastrowardojo - Departemen Luar Negeri
12. Arifin Bey Ph. D. - IndonesiaHerald
13. M.AA. Taher - Front Pemuda
14. Kolonel Djuhartono - Front Nasional Pusat
15. Nn. Wiwiek Ragjid - B.KIM.I
KEDUA . Tugas Delegasi

a. merumuskan konsepsi-konsepsi fihak Indonesia mengenai
kedudukan dan kelandjutan pertumbuhan GANEFO sesuai dengan
kebidjaksanaan Presiden Republik Indonesia;

b. memperdjuangkan agar konsepsi tersebut dapat diterima oleh
konperenss GANEFO ;
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c. hal-hal lain sesuai dengan petundjuk — petundjuk Presiden Republik
Indonesia;

. Delegasi GANEFO Indonesia bertanggung djawab langsung kepada

Presiden;

. Hal-hal lain jang belum diatur atau belum tjukup diatur dalam keputusan

ini akan ditetapkan lebih landjut oleh Presiden;

. Surat keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja

Ditetapkan di Djakarta
Padatanggal 13 Nopember 1963.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.



